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BAB III 

PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN CERAI GUGAT DENGAN 

SEBAB PENGURANGAN NAFKAH TERHADAP ISTERI DI PENGADILAN 

AGAMA PASURUAN 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pasuruan 

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Pasuruan 

Pengadilan Agama Pasuruan terletak di  Jalan Ir. H. Juanda No. 

11 A, wilayah hukumnya meliputi dua daerah, yaitu kabupaten dan kota 

Pasuruan. Secara astronomi berkedudukan antara 7
0

30’- 7
0

40’ LS dan 

112
0

30’- 112
0

55’BT. Batas wilayah administratif Kabupaten/Kota 

Pasuruan sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara dengan Selat Madura, 

b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Probolinggo, 

c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Malang, 

d. Sebelah Barat Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan.
1
 

Berdasarkan dari sumber Badan Pusat Statistik Kota dan 

Kabupaten Pasuruan jumlah penduduk wilayah hukum Pengadilan 

Agama Pasuruan sebanyak 790.216 jiwa terdiri: 

a. Penduduk yang beragama Islam berjumlah 763.616 jiwa. 

b. Penduduk yang beragama Kristen berjumlah 7.092 jiwa. 

c. Penduduk yang beragama Katolik berjumlah 3.532 jiwa. 

                                                           
1
 Www.pa-pasuruan.go.id, Senin, 01 Juni 2015. 

http://www.pa-pasuruan.go.id/
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d. Penduduk yang beragama Hindu berjumlah 13.761 jiwa. 

e. Penduduk yang beragama Budha berjumlah 2.212 jiwa. 

Adapun Daerah Kabupaten Pasuruan meliputi 13 Kecamatan 

terdiri dari: Kecamatan Rejoso terdiri dari 15 desa, Kecamatan Lekok 

terdiri dari 11 desa, Kecamatan Grati terdiri dari 15 desa, Kecamatan 

Nguling terdiri dari 15 desa, Kecamatan Kraton terdiri dari 25 desa, 

Kecamatan Pohjentrek terdiri dari 9 desa, Kecamatan Kejayan terdiri dari 

25 desa, Kecamatan Puspo terdiri dari 7 desa, Kecamatan Gondangwetan 

terdiri dari 20 desa, Kecamatan Winongan terdiri dari 18 desa, 

Kecamatan Lubang terdiri dari12 desa, Kecamatan Pasrepan terdiri dari 

16 desa, Kecamatan Tosari terdiri dari 8 desa. Daerah Kota Pasuruan 

meliputi 3 Kecamatan yang terdiri dari 34 Kelurahan, yakni:Kecamatan 

Bugul Kidul terdiri dari 13 Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo terdiri dari 

11 Kelurahan, Kecamatan Purworejo terdiri dari 10 Kelurahan.
2
 

2. Wewenang Pengadilan Agama Pasuruan 

Pengadilan Agama Pasuruan yang merupakan Pengadilan Tingkat 

Pertama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, 

zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam 

pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

                                                           
2
 Ibid. 
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Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama 

Pasuruan mempunyai fungsi sebagai berikut
3
: 

a. Memberikan pelaksanaan teknis yustisial dan administrasi 

kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan 

eksekusi, 

b. Memberika pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, 

dan peninjauan kembali serta administrasi lainnya, 

c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di 

lingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian, dan Keuangan 

kecuali biaya perkara).  

d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum 

Islam pada instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan 

keterangan itsbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal 

bulan pada tahun Hijtiyah, sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat 

(1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52A UU 

No. 3 Tahun 2006 tentang Peribahan atas UU No. 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama. 

e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan 

pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang 

yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam 

sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) UU No, 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama. 

                                                           
3
 Ibid. 
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f. Waarmerking Akta Keahli warisan di bawah tangan untuk 

pengambilan deposito atau tabungan, pensiunan dan sebagainya, 

g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan 

hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan 

riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan 

sebagainya. 

3. Landasan Hukum Pengadilan Agama Pasuruan 

Pengadilan Agama Pasuruan sebagai salah satu pelaksana 

kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama 

Islam mengenai perkara-perkara tertentu yang diatur dalam undang-

undang. 

Pengadilan Agama dibentuk berdasarkan Stbl. Nomor: 152/1882, 

Ketetapan Raja No. 24 Tahun 1882, tentang pembentukan Raad 

Agama/Pengadilan Agama Jawa dan Madura. Pengadilan Agama 

Pasuruan baru berdiri pada tahun 1950 dengan Ketua KH. Ahmad Rifai 

berkantor di Masjid Jami’ dengan jumlah karyawan hanya 5 orang.
4
 

Pada tahun 1970 Pengadilan Agama Pasuruan mengontrak 

bangunan gedung  di Jl. Imam Bonjol No. 20 baru pada tahun 1975 

tepatnya pada bulan Nopember gedung tersebut diresmikan menjadi 

gedung Pengadilan Agama Pasuruan, dan pada tanggal 22 Pebruari 2005 

Gedung Pengadilan Agama Pasuruan yang baru terletak di Jl. Ir. H. 

Juanda No. 11 A diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama 

                                                           
4
 Ibid. 
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Surabaya Bapak Drs. H. Zainal Imamah, S.H, M.H; Dan sejak menempati 

gedung baru, gedung lama Pengadilan Agama Pasuruan yang terletak di 

Jl. Imam Bonjol No. 20 dialih fungsikan menjadi gedung arsip dan rumah 

dinas. 

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pasuruan 

a. Visi 

Mewujudkan Pengadilan Agama Pasuruan yang transparan dan 

akuntabel. 

b. Misi 

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan 

transparasi. 

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam 

rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan 

efisien. 

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang 

efektif dan efisien. 

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.
5
 

 

                                                           
5
 Ibid. 
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B. Data Umum Perkara Nomor 0167/Pdt.G/2013/PA.Pas tentang Cerai Gugat 

Dengan Sebab Pengurangan Nafkah. 

1. Deskripsi Perkara Nomor 0167/Pdt.G/2013/PA.Pas tentang Cerai Gugat. 

Cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat, umur 25 tahun, 

pendidikan SMP, dan bekerja sebagai baby sister yang bertempat tinggal 

di Dusun Jrebeng RT.03 RW.11 Desa Sumberdawesari Kecamatan Grati 

Kabupaten Pasuruan melawan Tergugat umur 30 tahun, pendidikan Mts, 

dan bekerja sebagai pekerja tukang bangunan bertempat tinggal di Dusun 

Jrebeng RT.03 RW.11 Desa Sumberdawersi Kecamatan Grati Kabupaten 

Pasuruan. 

Penggugat dalam surat permohonanya tanggal 21 Januari 2013 

yang di daftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Pasuruan, Nomor: 

0167/Pdt.G/2013/PA.Pas mengemukakan bahwasanya sesuai dengan Akta 

Kutipan Nikah  Nomor:558/43/IX/2005, tanggal 20 September 2005 telah 

melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grati, 

Kabupaten Pasuruan. Dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat 

mmenjalin hidup berumah tangga selama 4 tahun 4 bulan, dan dikarunia 1 

orang anak yang berumur 5 tahun.
6
 

Selama pernikahan tesebut Penggugat dan Tergugat hidup 

harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2010 keadaan rumah tangga 

mereka mengalami pertengkaran dan percekcokan, yang mana 

pertengkaran tersebut bersumber dari nafkah kebutuhan sehari hari yang 

                                                           
6
 Berkas arsip putusan Nomor : 0167/Pdt.G/2013/PA.Pas. 
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diberikan Tergugat kepada Penggugat mulai berkurang, dari setengah 

menjadi seperempat. 

Akibat percekcokan tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat 

sejak Januari 2010 sampai berlangsung 3 tahun. Selama berpisah antara 

Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan suami istri lagi, 

dengan keadaan rumah tangga Penggugat tersebut. Berdasarkan sebab-

sebab tersebut Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama 

Pasuruan memanggil para pihak, memeriksa, menngadili dan menjatuhkan 

amarnya sebagai berikut: 

Premier: 

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat 

2. Menjatuhkan talak bai,in shugra terhadap Penggugat 

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

menurut hukum 

Subsider: 

Mohon putusan seadil-adilnya.
7
 

Sebagaimana keterangan diatas diperkuat oleh bukti-bukti yang 

diajukan Penggugat yaitu: 

a. Surat-surat. 

Fotokopi kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan Nomor: 558/43/IX/2005 

                                                           
7
 Ibid. 
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tanggal 20 September 2005, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan 

sesuai dengan aslinya (bukti P). 

b. Saksi-saksi: 

1) Saksi I memberikan keterangan dibawah sumpah di depan 

persidangan yang menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai 

berikut: 

Saksi I adalah ayah Penggugat. Penggugat dan Tergugat 

dulu sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat mempunyai satu 

orang anak berumur 5 tahun. Sekarang Penggugat mengajukan 

gugatan cerai, karena selama ini sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran disebabkan karena masalah nafkah belanja. Akibat 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat 

meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat 

dan Tergugat berpisah sampai sekarang selama 3 tahun. 

2) Saksi II memberikan keterangan dibawah sumpah di depan 

persidangan yang menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai 

berikut: 

Saksi II adalah tetangga Penggugat. Penggugat dan 

Tergugat dulu sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat 

mempunyai satu orang anak berumur 5 tahun.
8
 Sekarang 

Penggugat mengajukan gugatan cerai, karena selama ini sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah 

                                                           
8
 Ibid., 3. 
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nafkah belanja. Akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran  

Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara 

Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang selama 3 

tahun.
9
 

2. Penyelesaian perkara Nomor 0167/Pdt.G/2013/PA.Pas tentang Cerai 

Gugat. 

Dalam penyelesaian perkara ini, berdasarkan hal- hal tersebut 

diatas, sebagaimana sudah di uraikan diatas, Penggugat memohon agar 

Ketua Pangadilan Agama Pasuruan agar segera memeriksa perkara ini 

selanjutnya memeberikan putusan sebagai berikut: 

a. Mengabulkan Gugatan Penggugat 

b. Menjatuhkan talak ba’in shugra terhadap Penggugat 

c. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

menurut hukum 

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, 

sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang 

lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah 

dipanggil secara patut, serta ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa 

disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Majelis Hakim menasehati 

Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, 

akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap dalam tuntutanya. 

                                                           
9
 Ibid., 4. 
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Untuk mengugatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat 

mengajukan bukti berupa fotokopi kutipan akta nikah dari kantor urusan 

agama kecamatan grati, Kabupaten Pasuruan Nomor :558/IX/2005 

tanggal 20 September 2005, dan menghadirkan 2 orang saksi dalam 

persidangan tersebut. 

Kemudian Penggugat menyatakan cukup dengan keteranganya 

serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan didepan 

persidangan dan memohon putusan yang seadil-adilnya.
10

  

3. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Mengabulkan Cerai Gugat 

Dengan Sebab Pengurangan Nafkah Terhadap Isteri Di Pengadilan 

Agama Pasuruan. 

Dasar Hukum dan Pertimbangan hakim dalam memutuskan 

perkara No. 0167/Pdt.G/2013/PA.Pas adalah: 

a. Pasal 127 ayat (1) HIR. 

b. Pasal 163 HIR, Pasal 165 HIR dan 172 HIR. 

c. Pasal 19 (f) Kompilasi Hukum Islam. 

d. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 3 Kompilasi 

Hukum Islam dan Surat Ar-Rum Ayat 21. 

e. Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 

huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 

huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) KHI. 

f. Pasal 84 Undang-Undang 50 Tahun 2009. 

                                                           
10

 Ibid. 
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Berdasarkan  keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat 

tersebut, Majlelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara 

Penggugat dan Tergugat terjadi perselisian dan pertengkaran disebabkan 

masalah nafkah belanja. Tergugat biasanya memberikan belanja kepada 

Penggugat separuh dari penghasilan Tergugat, sebulan terakhir Tergugat 

hanya memberikan seperempat penghasilanya tanpa sebab yang jelas, dan 

telah diketahui bahwa Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain 

asal Desa Rejoso.
11

 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat 

bahwa rumah tangga mereka telah pecah dan tidak ada harapan dapat 

hidup rukun lagi dalan rumah tangga, sehingga tujuan pernikahan 

sebagaimana dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan 

firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah 

tangga yang sakinah mawaddah warohmah sudah tidak dapat 

dipertahankan lagi oleh kedua belah pihak. Karena memaksakan untuk 

mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan 

kemudharatan yang lebih besar rumah tangga Penggugat dan Tergugat. 

Majelis Hakim juga berpendapat dengan doktrin dalam Hukum 

Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab Al- Anwar Juz II halaman 

55. 

 

                                                           
11

 Ibid., 5. 
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Kitab Al- Anwar Juz II halaman 55. 

 

 
“Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau ghaib perkara 

itu diputuskan dengan bukti-bukti”.
12

 

 

Kemudian dasar hukum yang lain dalam metus perkara tersebut 

yaitu mengambil kaidah fiqqiyah  yang berbunyi : 

 

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada 

menarik kemaslahatan”.
13

  

a. Pasal 125 ayat (1) HIR: 

Pasal 125 Ayat (1) HIR bahwa gugatan dapat dikabulkan 

dengan verstek apabila Tergugat tidak datang pada hari sidang 

pertama yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban. 

Hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan 

Tergugat tidak hadir. Tergugat tidak menyuruh orang lain hadir 

sebagai wakil. Ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan 

oleh suatu halangan, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya 

Tergugat. 

Hasil wawancara dari Bapak Slamet, putusan verstek dapat 

berarti Tergugat menyetujui semua isi Posita dari Penggugat. Oleh 

karena itu, Hakim dapat memutuskan cerai gugat Penggugat 

                                                           
12

 Ibid., 6. 
13

 Ibid. 
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meskipun tanpa kehadiran tergugat. Lain halnya ketika Penggugat 

yang tidak hadir dalam persidangan tanpa sebab yang dapat 

dibenarkan dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir, sedang ia 

sudah dipanggil secara patut maka Hakim dapat menjatuhkan putusan 

menggugurkan gugatan atau gugatan dianggap gugur dan tidak 

berlaku lagi. Bersamaan dengan itu menghukum penggugat membayar 

biaya perkara. Akan tetapi, Penggugat yang gugatannya telah 

dinyatakan gugur tersebut masih berhak untuk mengajukan kembali 

gugatannya setelah terlebih dahulu membayar biaya perkara seperti 

yang telah dijelaskan dalam pasal 124 HIR atau pasal 148 Rbg. Jika 

Penggugat hadir pada persidangan pertama kemudian tidak hadir pada 

sidang-sidang berikutnya, perkara diperiksa dan diputuskan secara 

Contradictoir.14
 

b. Pasal 163 HIR, Pasal 165 HIR dan 172 HIR: 

Pasal 163 HIR yang berbunyi “barang siapa yang mengaku 

mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk 

menuguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus 

membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”. Untuk membuktikan 

gugatan Penggugat tersebut bersebab dan tidak melawan hak, dan 

mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan. 

Untuk menguatkan dalil gugatan tentang pernikahannya 

dengan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti P. Bukti tersebut 

                                                           
14

 Slamet, Wawancara, Pasuruan, 01 Juni 2015. 
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merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna 

dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht). Sesuai ketentuan 

Pasal 165 HIR, sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat 

terikat dalam perkawinan yang sah.
15

 

Menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua 

orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah. 

Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan 

lainnya. Keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat 

sebagaimana ketentuan pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan 

saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai 

kekuatan pembuktian. 

c. Pasal 19 (f) Kompilasi Hukum Islam. 

Pasal 19 (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: 

“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga”. 

 

Pertimbangan-pertimbangan fakta-fakta tersebut, Majelis 

Hakim dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Slamet berpendapat 

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah. Dalam hal 

pengurangan nafkah memang tidak disebutkan secara spesifik dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga 

dalam Kompilasi Hukum Islam, namun dapat di kategorikan penyebab 

perceraian dikarenakan perselisihan dan pertengkaran. 
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Pernyataan diatas hakim melihat pertengkaran yang terjadi 

terus menerus karena disebabkan masalah pengurangan nafkah. Dari 

pihak isteri yang merasa kebutuhannya kurang tercukupi.
16

 

d. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi 

Hukum Islam dan Surat Ar-Rum Ayat 21 

Bapak Slamet juga berpendapat bahwa perkawinan dalam 

perkara tersebut tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan 

dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan  juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Ar-

Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, 

sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak dapat diwujudkan oleh 

kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk 

mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan 

kemudaratan yang lebih besar bagi rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat.
17

 

e. Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 

huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 

huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) KHI. 

Berdasarkan pertimbangan, Majelis Hakim berpendapat 

tenyata gugatan Penggugat terbukti tidak melawan hak dan cukup 

bersebab untuk melakukan perceraian sehingga gugatan Penggugat 
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 Ibid. 
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 Ibid. 
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tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, demikian gugatan Penggugat 

dikabulkan. 

f. Pasal 84 Undang-Undang 50 Tahun 2009. 

Perubahan kedua dengan pasal 84 Undang-Undang 50 Tahun 

2009, maka secara ex officio. Ex officio adalah jabatan seseorang pada 

lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain. 

Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan 

untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang 

wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan 

kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan 

Tergugat dilangsungkan yakni di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Grati Kabupaten Pasuruan.
18

 

Sebelum menetapkan pertimbangan Hakim dalam perkara 

putusan gugatan cerai perlu untuk mempertimbangkan hal- hal 

sebagai berikut karena: 

1) Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir waktu sidang 

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau 

                                                           
18
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kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta 

ketidakhadiran penggugat tanpa disebabkan oleh suatu halangan 

yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa 

hadirnya Tergugat. 

2) Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran disebabkan masalah nafkah belanja, Tergugat sudah 

mengurangi nafkah belanja isteri awal mulanya diberi setengah 

dari penghasilan gaji suami sebulan terakhir menjadi seperempat 

gaji suami. 

3) Tergugat diketahui menikah sirri dengan wanita lain, hal ini 

menjadi sebab dari pengurangan nafkah si isteri. 

Dari pertimbangan  tersebut, Majelis Pengadilan Agama 

Pasuruan memutus atau memberikan putusan perkara sebagai berikut: 

1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk 

menghadap dipersidangan tidak hadir. 

2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek 

3) Menjatuhkan talak satu ba’in sugra kepada Penggugat 

4) Memerintahkan kepada Penitra Pengadilan agama  Pasuruan untuk 

mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap kepada pegawai Pencatat Pernikahan yang 

wilayahnya meliputi  tempat kediaman Penggugat dan Tergugat 

dan kepada Pegawai Pencatat Pernikahan di tempat perkawinan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

57 

 

Penggugat dan Tergugat dilangsukan, guna didaftarkan dalam 

daftar yang diselengarakan untuk itu. 

5) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

ini sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).
19

 

  

                                                           
19

 Ibid., 7.  


